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ABSTRAK  

Polis Asuransi adalah dokumen perjanjian tertulis antara Penanggung 

(Perusahaan Asuransi) dan Tertanggung (Nasabah) yang menjadi bukti sah adanya 

kontrak asuransi. Nyonya Efi Yusliana sebagai Tertanggung pemegang Polis Asuransi 

yang telah membayar kewajibannya tetapi mengalami pembatalan sepihak Polis 

Asuransi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai 

Penanggung, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak Nyonya Efi Yusliana 

sebagai Tertanggung. 

Penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (Library Research) yang bersifat 

deskriptif analitif yang menjelaskan pentingnya kejelasan pembatalan sepihak polis 

asuransi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dalam bentuk analisis 

terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 930 K/PDT/2019. Selain itu, data primer 

yang digunakan sebagai batu analisis adalah data primer berupa Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 930 K/PDT/2019. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pembatalan sepihak polis 

asuransi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 930 K/Pdt/2019 tidak memenuhi 

unsur-unsur perbuatan melawan hukum, karena hubungan hukum antara para pihak 

bersifat kontraktual, sehingga sengketa yang terjadi lebih tepat dikategorikan sebagai 

wanprestasi. Majelis hakim telah menilai bahwa tindakan penanggung tidak 

memenuhi kewajiban dalam perjanjian, sehingga menjatuhkan putusan yang 

mewajibkan tergugat membayar seluruh biaya perawatan dan pengobatan tertanggung. 

Kedua, dari sisi asas keadilan, putusan tersebut dinilai telah memberikan keadilan bagi 

pihak tertanggung, karena memulihkan hak-hak yang seharusnya diterima berdasarkan 

isi polis. Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi 

pemegang polis telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, seperti KUHPerdata, 

KUHD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan diperkuat oleh 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 

kepatuhan dan transparansi dari pihak perusahaan asuransi agar hak tertanggung dapat 

terlindungi secara optimal. 

 

Kata Kunci: Pembatalan Sepihak, Polis Asuransi, Perbuatan Melawan Hukum 
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ABSTRACT 

The Insurance policy is a written agreement between the insurer (insurance 

company) and the insured (policyholder), serving as valid evidence of an insurance 

contract. Mrs. Efi Yusliana, as the insured and policyholder who had fulfilled her 

obligations, experienced a unilateral cancellation of her insurance policy by PT. 

Asuransi Jiwa Manulife Indonesia as the insurer. This action resulted in the violation 

of Mrs. Efi Yusliana’s rights as the insured party. 

This research is a library-based study (library research) with a descriptive-

analytical approach, which explains the importance of legal clarity regarding the 

unilateral cancellation of insurance policies. The primary data source used in this 

study is an analysis of the Supreme Court Decision No. 930 K/PDT/2019. In addition, 

supporting legal references include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 

Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), 

and other relevant legal instruments used as the analytical foundation for this 

research. 

The results of the study indicate that: First, the unilateral cancellation of the 

insurance policy in Supreme Court Decision No. 930 K/Pdt/2019 does not fulfill the 

elements of a tort (unlawful act), as the legal relationship between the parties is 

contractual in nature. Therefore, the dispute is more appropriately categorized as a 

breach of contract (wanprestasi). The panel of judges found that the insurer failed to 

fulfill its contractual obligations and thus ruled that the defendant must pay all medical 

and treatment expenses incurred by the insured. Second, from the perspective of the 

principle of justice, the decision is considered to have provided fairness to the insured 

party by restoring the rights that should have been granted under the terms of the 

insurance policy. Third, this study finds that legal protection for policyholders has 

been established through various legal instruments, including the Indonesian Civil 

Code (KUHPerdata), the Commercial Code (KUHD), Law No. 8 of 1999 on Consumer 

Protection, and Law No. 40 of 2014 on Insurance, further reinforced by regulations 

issued by the Financial Services Authority (OJK). Therefore, it is essential to enhance 

compliance and transparency within insurance companies to ensure that the rights of 

the insured are optimally protected. 

 

Keywords: Unilateral Cancellation, Insurance Policy, Unlawful Act 
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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 

(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 

Dan hanyalah kepada TuhanMu lah engkau berharap”. 

(QS. Al-Insyirah, 6-8) 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia 

mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari 

(kejahatan) yang diperbuatnya.” 

(QS. Al-Baqarah: 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 

Kebutuhan manusia semakin bertambah sesuai dengan tingkat 

kehidupan yang membuat tingkat kesejahteraan manusia yang ingin dicapai 

semakin meningkat. Mengingat kebutuhan manusia itu tidak terbatas, maka 

manusia baik secara individu maupun kelompok selalu berupaya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraanya. Selain 

itu apabila manusia telah dapat memenuhi kebutuhanya, maka ia akan 

merasa khawatir akan resiko atas apa yang sudah didapatkanya. Keadaan 

tidak pasti membuat adanya kemungkinan yang bisa saja terjadi dan dapat 

menimbulkan suatu keuntungan maupun kerugian.  Untuk menanggulangi 

kerugian atau resiko yang diterima, manusia menggunakan banyak cara 

salah satunya yaitu dengan melalui asuransi (pertanggungan). Hal ini berarti 

bahwa orang tersebut memberikan pengalihan resiko kepada pihak ketiga 

atau pihak perusahaan asuransi. Dengan mengikatkan dirinya terhadap 

pihak perusahaan asuransi maka akan lebih berguna dan menolong baik bagi 

dirinya sendiri maupun bagi keluarganya jika sewaktu-waktu mengalami 

suatu peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.1 

 
1 Tutiek Retnowati dan Karsono, “Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Secara Sepihak,” 

Jurnal Sapienta et Vertus, Vol. I, No. 2, September 2014, hlm. 153-154. 
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Asuransi juga dapat dikatakan sebagai perjanjian antara pihak 

perusahaan asuransi dengan pemegang polis asuransi.2 Asuransi 

menyediakan pelayanan terhadap obyek aktivitas yang berpotensi 

mengalami resiko kerusakan atau kerugian. Pihak perusahaan asuransi 

dalam hal ini sebagai penanggung berkewajiban untuk memberikan hak 

kepada tertanggung apabila mendapat suatu kejadian yang tidak terduga 

sesuai dengan kontrak perjanjian awal. Sedangkan pihak tertanggung 

berkewajiban untuk membayar sejumlah premi sesuai dengan kesepatan 

awal yang mana dengan pembayaran premi tersebut dapat diajukan klaim 

apabila sewaktu-waktu mendapatkan kejadian yang tidak diinginkan.  

Resiko yang timbul akibat kematian dari seseorang ataupun dari 

lamanya hidup seseorang dapat diperkecil kemungkinanya dengan cara 

pengalihan hak pertanggungan kepada pihak ketiga sebagai penanggung 

dengan adanya perjanjian asuransi jiwa. Sehingga asuransi jiwa dalam hal 

ini menjadi menonjol seperti halnya pengertian Asuransi itu sendiri yang 

merupakan suatu bentuk pengalihan resiko kerugian, dari satu pihak kepada 

pihak lain dengan adanya pembayaran sejumlah premi dengan pembagian 

yang adil.3  

Pada hakikatnya, asuransi merupakan perjanjian yang diadakan oleh 

kreditur dengan debitur, sehingga memungkinkan untuk terjadi adanya 

 
2 Sukadi Suratman and Muhammad Junaidi, “Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam 

Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” Jurnal USM Law Review 

2, no. 1 (2019): 63, https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2259. 

3 Junaedi A Ganie, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 
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pembatalan asuransi. Baik itu disebabkan oleh salah satu pihak tidak 

memenuhi perjanjian, terlambat memenuhi, melakukan sesuatu yang 

seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai, 

maka dari itu akan disebut sebagai wanprestasi, akan tetapi bukan tidak 

mungkin di dalam pengadaan asuransi itu sendiri terjadi dengan yang 

namanya perbuatan melawan hukum.  

Perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata adalah seluruh perbuatan melanggar 

hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang 

yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti 

kerugian tersebut.  

Adapun jika melihat dari pasal tersebut suatu perbuatan dapat 

dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi 

beberapa unsur sebagai berikut, yaitu: 

1. Ada unsur melawan hukum; 

2. Ada unsur kesalahan; 

3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; 

4. Ada unsur kegiatan. 4 

Apabila suatu perbuatan telah memenuhi keempat unsur tersebut, 

maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Seringkali, 

masyarakat tidak dapat membedakan antara perbuatan yang dapat 

 
4 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2002),  hlm. 65. 
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menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah perbuatan melawan hukum 

atau wanprestasi. Padahal, pada kenyataanya keduanya sangatlah berbeda. 

Hal yang menjadi titik penentu antara keduanya adalah pemenuhan terhadap 

keempat unsur yang sebelumnya telah disebutkan, apakah ada atau tidaknya 

suatu kesepakatan yang dijalin antara kedua belah pihak sebelum perbuatan 

itu dilakukan. Apabila sebelumnya telah terjadi kesepakatan dan perbuatan 

itu dilakukan maka perbuatan yang demikian disebut dengan wanprestasi. 

Sedangkan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila terjadi suatu 

perbuatan yang sebelumnya tanpa adanya kesepakatan yang mengatur 

perbuatan tersebut. 5 

Dewasa ini, pengadaan asuransi telah menjadi sebuah rutinitas yang 

lazim dilakukan oleh banyak orang. Terutama bagi seseorang yang memiliki 

pekerjaan dengan resiko yang intensitasnya cukup tinggi, sehingga mereka 

mengalihkan pengalihan resikonya menggunakan asuransi untuk 

mengurangi kerugian tersebut. Akan tetapi, dengan adanya pengalihan 

resiko tersebut memunculkan kemungkinan masalah yang baru, yakni 

terjadinya perbuatan melawan hukum dalam asuransi. Perbuatan melawan 

hukum seringkali terjadi, termasuk dari pihak penanggung. Sehingga 

mengakibatkan kerugian terhadap pihak tertanggung. Sama seperti halnya 

yang terjadi kepada Ny Elfi Yusliana sebagai pihak tertanggung dengan PT 

Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai penanggung, dalam putusan 

 
5 Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Sebagai Dasar Gugatan, diakses dari 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-

sebagai-dasar-gugatan, pada tanggal 13 September 2023, pukul 2.32 WIB. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan
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Mahkamah Agung Nomor: 930 K/PDT/2019. Sebelum adanya putusan ini, 

pada tingkat pertama telah putus putusan nomor: 

898/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dan pada tingkat banding telah putus pula 

putusan dengan nomor: 164/PDT/2018/PT.DKI, kemudian putusan tersebut 

diperkuat dengan putusan tingkat kasasi dengan putusan nomor: 930 

K/PDT/2019. 

Dalam putusan nomor: 930 K/PDT/2019 PT. Asuransi Jiwa 

Manulife Indonesia merupakan Perusahaan pengadaan asuransi yang 

mengadakan perjanjian asuransi dengan Efi Yusliana selaku pemegang 

premi. Efi Yusliana, mengasuransikan dirinya sendiri untuk pengalihan 

resiko. Ny. Efi Yusliana telah mengasuransikan dirinya melalui PT. 

Asuransi Jiwa Manulife dengan bantuan agen resmi bernama Rustiningsih, 

berdasarkan perjanjian asuransi yang telah ditetapkan dalam polis. 

Perjanjian ini dianggap sah menurut hukum karena telah disetujui oleh 

kedua belah pihak. Namun, permasalahan muncul ketika Ny. Efi Yusliana 

mengajukan klaim asuransi pada tanggal 16 Maret 2016 terkait dengan 

biaya rawat inap dan rawat jalan yang dia alami sejak Januari 2016. PT. 

Asuransi Jiwa Manulife menolak untuk membayarnya dan bahkan 

membatalkan perjanjian asuransi tersebut tanpa memberikan pemberitahuan 

terlebih dahulu. Alasannya adalah bahwa PT. Asuransi Jiwa Manulife 

merasa bahwa Ny. Efi Yusliana memberikan informasi yang tidak akurat 

ketika mengisi Form Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang 

diperlukan untuk penerbitan polis. 
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Ny. Efi Yusliana, di sisi lain, merasa bahwa tindakan PT. Asuransi 

Jiwa Manulife membatalkan polisnya secara sepihak merupakan bentuk 

pengkhianatan, dan PT. Asuransi Jiwa Manulife telah mengembalikan 

premi yang telah dibayarkan olehnya pada tanggal 11 Mei 2016. Perusahaan 

tersebut tetap pada keputusannya untuk membatalkan perjanjian tanpa 

memberitahu Ny. Efi Yusliana terlebih dahulu, dengan dasar yang kuat 

bahwa Ny. Efi Yusliana sebelumnya menderita penyakit APS 

(Antiphospholipid Syndrome) dan menjalani rawat inap pada tahun 2014. 

Hal ini diketahui oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife melalui Hospital Benefit 

yang ada. Maka, Ny. Efi Yusliana mengambil langkah hukum dengan 

mengajukan permohonan kepada pengadilan terkait dengan pembatalan 

perjanjian asuransi yang dilakukan PT. Asuransi Jiwa Manulife secara 

sepihak terhadapnya. 

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik 

untuk membuat suatu karya tulis dam bentuk skripsi dengan judul 

“Pembatan Sepihak Polis Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi 

Putusan Nomor: 930 K/PDT/2019)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan yang hendak dianalisis, sebagai berikut:  

1. Apakah Pembatalan Sepihak  Polis Asuransi dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 930 K/PDT/2019 termasuk dalam perbuatan melawan 

hukum atau wanprestasi? 
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2. Apakah pembatalan polis asuransi dalam putusan Makhkamah Agung 

Nomor 930 K/PDT/ 2019 sudah memenuhi asas keadilan?  

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para penerima manfaat 

asuransi dalam kasus Putusan Nomor 930 K/ PDT/ 2019/? 

 

C. Tujuan  Penulisan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui terjadinya perbuatan melawan hukum atau 

wanprestasi dalam kasus pembatalan sepihak oleh pihak asuransi dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 930 K/ PDT/ 2019 

2. Untuk mengetahui penerapan asas keadilan dalam penjatuhan putusan 

Mahkamah Agung No 930 K/PDT/ 2019 

3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penerima 

manfaat asuransi jiwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 930 K/ 

PDT/2019 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Manfaat dari segi teoritis  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan 

menambah pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum 
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pada umumnya dan pengkajian menyangkut perbuatan melawan hukum 

pada pembatalan sepihak polis asuransi. 

2. Manfaat dari segi praktis 

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan masukan dan pedoman 

yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, pekerja, pengusaha dan juga 

masyarakat agar lebih memahami dalam menghadapi kasus pembatalan 

sepihak dalam polis asuransi. 

 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian-

penelitian terdahulu yang secara garis besar memiliki tema serupa namun 

dengan fokus kajian yang berbeda untuk mengetahui apakah penelitian 

tersebut pernah dilakukan atau belum dan untuk mengetahui perbedaan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun 

beberapa penelitian yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, 

diantaranya: 

 Pertama adalah Jurnal yang ditulis oleh Krisdian Dewi, dengan judul 

“Pembatalan Perjanjian Asuransi Oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife terkait 

klaim. Ny. Efi Yusliana,” Apakah pembatalan perjanjian asuransi oleh 

PT.Asuransi Jiwa Manulife terhadap klaim Ny.Efi Yusliana telah sesuai 

dengan polis asuransi dan apakah pembatalan perjanjian asuransi oleh 

PT.Asuransi Jiwa Manulife terhadap klaim Ny.Efi Yusliana melanggar 

perjanjian asuransi, merupakan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
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Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

normatif, yang bersifat deksriptif dengan menggunakan data sekunder yang 

diolah secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil 

penelitian menggambarkan bahwa PT.Asuransi Jiwa Manulife dapat 

membatalkan perjanjian asuransi jiwa secara sepihak, karena Ny.Efi 

Yusliana telah melanggar prinsip iktikad baik, dan PT.Asuransi Jiwa 

Manulife yang membatalkan secara sepihak tidak melanggar perjanjian 

asuransi. Secara sekilas, penelitian yang dilakukan Krisdian Dewi hampir 

sama dengan penelitian ini akan tetapi terdapat perbedaan di mana pada 

penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana bentuk perlindungan 

hukum bagi para penerima manfaat asuransi dalam kasus tersebut. 

 Kedua adalah Skripsi yang ditulis oleh Ervina Natalia, dengan judul 

“Universitas Lampung, Tinjauan Yuridis terhadap penyelesaian Sengketa 

dalam pengajuan klaim asuransi jiwa (Studi Putusan Mahkamah Agung 

Nomor: 826 K/Pdt/2013).” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam menerapkan Pasal 22 

PSKI mengenai penghentian polis asuransi. Metode penelitian hukum yang 

digunakan adalah metode yuridis normatif dengan metode analisis data 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah penerapan Pasal 22 PSKI 

tentang pengakhiran polis asuransi adalah benar dan sah karena PSKI 

merupakan ketentuan khusus KUH Perdata dan KUH Dagang dan akan 

mengikat pihak-pihak yang menyetujuinya. Di sisi lain, alasan yang 

digunakan oleh Hakim yaitu tidak terpenuhinya rekomendasi untuk 
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melakukan upaya penyelamatan dan meminimalkan risiko oleh tertanggung 

merupakan alasan yang tepat untuk mengakhiri suatu polis asuransi. 

Relevansi dengan penelitian ini adalah berfokus pada bagaimana 

pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam penghentian polis 

asuransi. 

 Ketiga adalah Jurnal yang ditulis oleh Gerry R. Weydekamp, dengan 

judul “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan 

Hukum.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah 

pembatalan perjanjian secara sepihak dalam suatu perjanjian dan apa akibat-

akibat jika kita membatalkan perjanjian secara sepihak dalam suatu 

perjanjian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat 

disimpulkan bahwa Pasal 1266 KUH Perdata mengatur syarat-syarat 

pembatalan perjanjian, termasuk persyaratan timbal balik, adanya 

wanprestasi, dan pengajuan permohonan pembatalan kepada hakim. 

Melanggar syarat-syarat ini dapat dianggap melawan hukum, terutama jika 

pembatalan dilakukan secara sewenang-wenang atau untuk memanfaatkan 

posisi yang merugikan pihak lain di luar isi perjanjian. Ini juga merupakan 

pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk selalu bertindak dengan 

itikad baik dalam perjanjian. Adapun penelitian yang dilakukan Gerry R. 

Weydekamp ini memiliki relevansi dengan rumusan masalah penelitian 

yang penulis lakukan yakni apakah Pembatalan Sepihak termasuk dalam 

perbuatan melawan hukum atau tidak. 
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 Keempat adalah Skripsi yang ditulis oleh Jonathan Simangunsong, 

dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam 

Penerapan Pasal 22 PSKI Mengenai Pembatalan Polis Asuransi Yang 

Dilakukan Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 

922/K/Pdt/2018).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan 

hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menerapkan Pasal 22 PSKI 

tentang penghentian polis asuransi. Hukum metode penelitian yang 

digunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis data deskriptif 

kualitatif metode. Hasil penelitian adalah penerapan Pasal 22 PSKI 

mengenai pengakhiran polis asuransi adalah benar dan sah karena PSKI 

adalah khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang dan akan mengikat para pihak yang 

bersangkutan setuju. Sebaliknya alasan yang digunakan oleh Hakim yaitu 

rekomendasi tidak terpenuhinya upaya penyelamatan dan meminimalisir 

risiko yang dilakukan tertanggung merupakan alasan yang tepat untuk 

mengakhiri polis asuransi. Adapun relevansi dengan penelitian ini adalah 

membahas bagaimana pertimbangan hakim mengenai pembatalan polis 

asuransi yang dilakukan secara sepihak. 

 Kelima adalah Jurnal yang ditulis oleh Dicky Syahrizal, dengan 

judul “Pembatalan Perjanjian Polis Asuransi Jiwa pada PT Allianz Life 

Indonesia.” Permasalahan yang dibahas penulis, yaitu: 1) Mekanisme atau 

prosedur pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak oleh PT ALLIANZ 

LIFE INDONESIA. 2) Cara mengakhiri perjanjian polis asuransi secara 
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sepihak menurut hukum? Dan, 3) Pandangan Islam mengenai pengakhiran 

polis asuransi jiwa oleh Perusahaan asuransi secara sepihak. Metode 

penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian 

hukum normative sehingga hasil penelitian ini, yaitu: 1) Dalam praktiknya 

Allianz atau yang disebut penanggung dapat membatalkan perjanjian secara 

sepihak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam polis asuransi Allianz; 

2)Ketentuan-ketentuan untuk membatalkan perjanjian polis asuransi jiwa 

terdapat didalam KUHPerdata, KUHDagang, dan di dalam polis perjanjian 

Allianz sendiri; 3) Menurut pandangan Islam pembatalan perjanjian disebut 

fasakh yaitu memutus, dan akad perjanjian asuransi dalam Islam ialah akad 

nafidz gair ladzim yaitu akad yang dapat dibatalkan secara sepihak.  

 Secara umum, seluruh penelitian terdahulu yang dijadikan acuan 

dalam penelitian ini memiliki kesamaan tema, yaitu membahas persoalan 

pembatalan perjanjian atau polis asuransi secara sepihak oleh perusahaan 

asuransi. Namun demikian, terdapat perbedaan secara umum antara 

penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya, 

seperti yang dilakukan oleh Krisdian Dewi, Ervina Natalia, Gerry R. 

Weydekamp, Jonathan Simangunsong, dan Dicky Syahrizal, cenderung 

menitikberatkan pada aspek keabsahan hukum pembatalan perjanjian, 

pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal tertentu, serta mekanisme 

dan prosedur pembatalan polis baik dari sudut pandang hukum positif 

maupun hukum Islam. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus yang 

berbeda, yaitu menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penerima 
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manfaat (beneficiary) atas pembatalan polis asuransi secara sepihak 

sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 930 

K/PDT/2019, serta meninjau persoalan tersebut melalui perspektif keadilan 

dan prinsip perlindungan hukum bagi tertanggung. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam 

pengembangan kajian hukum asuransi, khususnya mengenai keseimbangan 

hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian 

asuransi. 

 

F. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam 

menenemukan jawaban dan mengkaji permasalahan dalam penulisan karya 

ilmiah ini ialah sebagai berikut: 

1. Teori Perjanjian Asuransi 

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa yang 

dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 6 Menurut 

Salim H. S, perjanjian adalah hubungan hukum anatar dua pihak subyek 

hukum dalam lingkup harta kekayaan, di mana satu pihak mempunyai 

ha katas prestasi dari pihak lain dan semua pihak wajib melaksanakan 

prestasi tersebut sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dan 

 
6 Pasal 1313 KUHPerdata. 
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kesepakatan.7 M. Yahya Harahap mendefinisikan perjanjian sebagai 

hubungan hukum kekayaan antara dua pihak atau lebih yang 

memberikan hak kepada satu pihak untuk mendapatkan prestasi dan 

pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi. 8 

Kata Asuransi berasal dari bahasa Belanda, assurantie, yaitu yang 

dalam hukum Belanda disebut dengan Verzekering yang artinya 

pertanggungan. Dari peristilahan assurantie kemudia muncul istilah 

Assuradeur yang digunakan untuk penanggung, dan geassureerde bagi 

tertanggung. Banyak para ahli yang mendefinisikan pengertian 

mengenai asuransi, menurut Robert I Mehr, asuransi adalah “a device 

for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to 

make their individual losses collection predictable. The predictable loss 

is then shared by or distributed proportionately among all units in 

combination“. (suatu alat untuk mengurangi resiko dengan 

menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian 

individu secara kolektif dapat diprediksi, kerugian yang dapat diprediksi 

tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional 

diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.)9 

 
7 Salim H. S, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 

2017), hlm. 27. 

8 Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 

1.  
9 Muhamad Syakir Sula, dkk, Asuransi Syariah (Life and General), (Jakarta: Gema Insani, 

2004), Hlm 26. 
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 Dalam Kitab Undang-undang hukum Dagang (KUHD) pasal 246 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan 

adalah “suatu perjanjian (timbal balik), dengan mana seorang 

penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan 

menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, 

karena suatu kerugian,kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak 

tentu (onzeker vooral).”  

  Menurut Undang-Undang nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha 

perasuransian Bab 1 Pasal 1,yang dimaksud dengan Asuransi atau 

pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih,di mana 

pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung dengan 

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung atas kerugian,kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga ayang 

mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa 

yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas 

meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. 10 

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Adanya hukum yang hadir dalam kehidupan masyarakat, berguna 

untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan yang bisa 

 
10 Pasal 1 ayat (1). 
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bertentangan satu sama lain. Hukum berguna untuk meminimalkan 

benturan-benturan kepentingan yang terjadi di masyarakat. Sesuai 

dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah 

negara hukum”.11 Negara yang berdiri diatas hukum sebagai dasar 

pedoman dalam menjalankan kehidupanya akan menjamin keadilan 

bagi seluruh rakyatnya dan mencerminkan keadilan dalam pergaulan 

hidup antar warga negaranya.  

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah upaya untuk 

melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan hak asasi 

manusia untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentinganya 

tersebut.12 Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan 

pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum tersebut melalui 

pemberian hak asasi manusia kepada setaip warga negaranya, tanpa 

terkecuali kepada pemegang polis asuransi. 

3. Teori Keadilan  

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah fairness (justice as 

fairness). Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai 

keadilan dengan konsep yang diciptakannya yaitu “posisi asali” 

 
 11 Pasal 1 ayat (3). 

12 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi lain Dari Hukum Di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2003) hlm. 

21.  
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(original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).13  

Konsep posisi asali adalah prinsip di mana tiap-tiap orang diposisikan 

pada posisi yang setara tanpa melihat faktor lain yang mengikuti. 

Sedangkan konsep selubunga ketidaktahuan menurut Rawls bermakna 

bahwa setiap orang tertutup atas seluruh fakta dan keadaan tentang 

dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu 

sehingga membutakan konsep mengenai pengetahuan keadilan.14 

Menurut Johns Rawls terdapat dua prinsip keadilan yang paling 

mendasar yaitu:  

1. Prinsip kebabasan yang sama (equal liberty principle). 

Berdasarkan prinsip ini setiap orang memiliki hak yang sama 

atas seluruh keuntungan masyarakat. Beberapa prinsip 

kebebasan dalam hal ini juga termasuk kebebasan berpolitik 

(political of liberty), kebebasan berpendapat (freedom of speech 

and expression) serta kebebasan beragama (freedom of religion). 

2. Prinsip perbedaan (difference principle) yang menyatakan 

bahwa situasi perbedaaan sosial ekonomi harus diberikan aturan 

sedemikian rupa sehingga dengan kondisi ketimpangan sosial 

dan ekonomi dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat 

 
13 Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” Jurnal Konstitusi Vol. 6: 1 (2009), 

hlm.140. 

14 Ibid., hlm. 141. 
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memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang lemah 

atau kurang beruntung (the least advantage). 

G. Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagau 

berikut  

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan 

dengan cara penelitian kepustakaan (library research) di mana 

permasalahan digambarkan dengan mengamati menelaah dan mengkaji 

berbagai literatur kepustakaan untuk mengambil suatu kesimpulan.15 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran secara sistematis, factual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data, menjelaskan, dan 

memberikan uraian terhadap data yang diperoleh berkaitan dengan 

pokok bahasan skripsi, yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh 

kesimpulan.16 Penelitian deskriptif analitis mengambil permasalahan 

 
15 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015), hlm. 13. 

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 10. 
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yang terjadi saat penelitian dilakukan, kemudian hasil penelitian diolah 

dan dianalisis untuk diambil kesimpulanya.17 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan 

menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan 

yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.18 Penelitian hukum 

normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika 

hukum, taraf sinkronisasi, sejarah hukum dan perbandingan hukum.19 

4. Sumber Data 

Penelitian hukum normatif menggunakan sumber bahan hukum berupa 

peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian atau 

kontrak, teori hukum, dan pendapat para sarjana, penelitian hukum 

normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi 

dokumen.20 Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer  

 
17 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1990), hlm. 97. 

18 Prof Dr Achmad Ali MH SH, Menguak Teori Hukum& Teori Peradilan: Legal Theory 

& Judicial Prudence (Kencana,2017). 

19 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2003), hlm.42-43. 

20 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 

hlm.13. 
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Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan 

bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum 

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan 

resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-

putusan hakim.21 Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun  1945. 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

3. Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 

2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama 

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 

tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi 

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 

tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, 

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan 

Perusahaan Reasuransi Syariah 

7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 

898/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. 

 
21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian gukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2017), hlm. 181. 
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8. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 

164/PDT/2018/PT.DKI 

9. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 930 K/PDT/2019 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu 

menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa 

publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 

jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.22 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa 

metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling 

melengkapi. Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah  

dengan penelitian kepustakaan yakni mengumpulkan data dengan 

membaca, mempelajari, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang 

tertuang dalam undang-undang, buku, jurnal, artikel dan bahan Pustaka 

lainya yang berkaitan dengan penelitian. Data yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah  bahan hukum primer antara lain Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri 

Nomor 930 K/ PDT/ 2019. Selain itu, bahan hukum sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari artikel, buku, dan jurnal 

penelitian.  

 
22 Ibid. 
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6. Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data untuk menggambarkan 

pemecahan masalah menggunakan uraian kalimat untuk memperoleh 

kesimpulan.23 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berguna untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan pemaparan materi yang diuraikan dalam masing-masing 

Bab. Sistematika pembahasan disajikan sebagai berikut: 

BAB Pertama berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB Kedua berisi tentang tinjauan Pustaka yang menguraikan teori-

teori yang digunakan dalam penelitian ini mengenai perjanjian asuransi, 

perlindungan hukum dan keadilan. 

BAB Ketiga berisi penjabaran kasus pembatalan sepihak pada 

Putusan Nomor: 930 K/ PDT/ 2019. 

BAB Keempat berisi analisis serta pemaparan hasil terkait 

pembatalan sepihak ditinjau dari perbuatan melawan hukum, bentuk 

perlindungan hukum bagi nasabah asuransi atas pembatalan sepihak yang 

dilakukan pihak perusahaan asuransi. 

 
23 Lexy J. Melong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2018), hlm. 6. 
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BAB Kelima berisi penutup yang memaparkan kesimpulan serta 

saran. Kesimpulan diperoleh dari ringkasan jawaban rumusan masalah. 

Sedangkan saran merupakan solusi dari permasalahan yang diteliti.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Putusan Nomor: 930 K/PDT/2019 menunjukkan bahwa pembatalan 

polis secara sepihak oleh pihak asuransi dikategorikan sebagai 

wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim 

menekankan bahwa klaim penggugat berdasarkan hubungan 

kontraktual dalam polis asuransi harus diselesaikan sebagai 

wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 

KUHPerdata. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penanggung 

melanggar kewajibannya dalam perjanjian, namun tidak memenuhi 

unsur perbuatan melawan hukum karena tidak ada tindakan yang 

bertentangan dengan hak orang lain di luar hubungan kontraktual. 

Dengan demikian, sengketa ini lebih tepat diselesaikan sebagai 

wanprestasi. 

2. Putusan Nomor: 930 K/PDT/2019 telah mencerminkan penerapan 

asas keadilan substantif bagi penggugat. Majelis hakim memutuskan 

pihak asuransi wajib membayar seluruh biaya perawatan 

tertanggung, sehingga hak tertanggung dipulihkan. Dari sisi teori 

keadilan, putusan ini telah memenuhi keadilan distributif, tetapi dari 

aspek prosedural masih terdapat ketimpangan karena tertanggung 

harus melalui proses hukum yang panjang untuk menegakkan 

haknya. Solusi untuk meningkatkan keadilan bagi tertanggung 
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meliputi perbaikan akses hukum, transparansi polis, dan mekanisme 

penyelesaian sengketa yang lebih cepat. 

3. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi dalam Putusan 

MA No. 930 K/Pdt/2019 diwujudkan melalui mekanisme preventif 

dan represif. Secara preventif, perlindungan diberikan melalui 

pengaturan perjanjian polis yang jelas, kepatuhan penanggung 

terhadap KUHD, KUHPerdata, Undang-Undang Perasuransian, dan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga hak 

tertanggung diakui dan dijaga sejak awal. Secara represif, 

perlindungan diwujudkan melalui penyelesaian sengketa di 

pengadilan, di mana majelis hakim menegakkan kewajiban 

penanggung untuk membayar kerugian tertanggung, sehingga hak 

pemegang polis dipulihkan. Meskipun mekanisme ini efektif secara 

substantif, secara prosedural masih perlu perbaikan agar tertanggung 

memiliki akses yang lebih cepat dan mudah untuk menegakkan 

haknya, sehingga kedua mekanisme ini saling melengkapi untuk 

menciptakan perlindungan hukum yang menyeluruh. 

B. Saran 

1. Kepada Perusahaan Asuransi, sebaiknya menegakkan kewajiban 

sesuai isi polis dan ketentuan hukum yang berlaku, menghindari 

pembatalan sepihak tanpa dasar yang sah, serta merumuskan klausul 

polis secara jelas mengenai hak, kewajiban, dan prosedur 

pembatalan untuk mencegah sengketa dan interpretasi sepihak 
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2. Kepada Pemegang Polis, perlu diberikan edukasi dan pemahaman 

yang memadai tentang hak, kewajiban, serta mekanisme klaim, agar 

dapat mengambil langkah hukum yang tepat jika terjadi 

pelanggaran. 

3. Kepada Regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

pengawasan terhadap praktik perusahaan asuransi perlu diperkuat, 

termasuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dan standar perlindungan konsumen. Selain itu, 

mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditingkatkan agar lebih 

cepat, efisien, dan mudah diakses oleh tertanggung, sehingga 

perlindungan hukum preventif dan represif dapat berjalan optimal 

dan tercipta keadilan yang menyeluruh bagi pemegang polis 

asuransi. 

4. Kepada penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat memperluas 

ruang lingkup kajian mengenai pembatalan polis asuransi dengan 

menitikberatkan pada analisis empiris dan komparatif. Penelitian di 

masa mendatang diharapkan tidak hanya menelaah aspek yuridis 

normatif, tetapi juga mengkaji praktik pelaksanaan perlindungan 

hukum di lapangan, termasuk peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dan lembaga penyelesaian sengketa konsumen dalam menangani 

kasus pembatalan sepihak oleh perusahaan asuransi. Selain itu, 

penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi perbandingan sistem 

hukum asuransi antara Indonesia dan negara lain, sehingga dapat 
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ditemukan model perlindungan hukum yang lebih efektif dan adaptif 

terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian 

lanjutan diharapkan dapat memperkuat pemahaman teoretis maupun 

kebijakan praktis mengenai perlindungan hukum bagi pemegang 

polis dan penerima manfaat asuransi. 
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